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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 1991 

TENTANG 
PENGALIHAN SEBAGIAN KEKAYAAN DANA MILIK MANGKUNAGARAN 

KEPADA YAYASAN KERABAT MANGKUNAGARAN SURYASUMIRAT 
(YAYASAN SURYASUMIRAT) 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  :  bahwa dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya .di 

keraton Mangkunegaran serta pemanfaatannya bagi pengembangan 
pariwisata pada umumnya, dipandang perlu membantu kegiatan di 
bidang tersebut .yang dilakukan oleh Yayasan Kerabat Mangkunagaran 
Suryasumirat (Yayasan Suryasumirat) dengan mengalihkan sebagian 
kekayaan Dana Milik Mangkunagaran yang selama ini dikelola 
Pemerintah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  

  2. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1952;  

  3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1971; 

  4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelak-
sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN 

SEBAGIAN KEKAYAAN DANA MILIK MANGKUNAGARAN KEPADA YAYASAN 
KERABAT MANGKUNAGARAN SURYASUMIRAT (YAYASAN 
SURYASUMIRAT). 
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Pasal 1 
 

Mengalihkan sebagian kekayaan Dana Milik Mangkunagaran yang 
selama ini dikelola Pemerintah kepada Yayasan Kerabat 
Mangkunagaran Suryasumirat (Yayasan Suryasumirat), dengan 
perincian dan ketentuan sebagaimana terlampir pada Keputusan 
Presiden ini. 

 
Pasal 2 

 
Pelaksanaan pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, baik 
secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing. 

 
Pasal 3 

 
Kekayaan yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selan-
jutnya menjadi milik dan tanggung jawab Yayasan Kerabat Mangkuna-
garan (Yayasan Suryasumirat) serta wajib dipelihara atau 
dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan pengalihan 
tersebut 

 
Pasal 4 

 
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Pebruari 1991  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
     ttd 
 
         S O E H A R T O 
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